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BAB 1V

ANALISIS HUKUM ISLAM PERSPEKTIF KONSEP QARDH TERHADAP
PENERBITAN SURAT UTANG KOPERASI PADA KJKS BMT BERKAH

MADANI CIMANGGIS DEPOK.

A. Analisis Sertifikat Surat Utang Koperasi

Pada penerbitan surat utang koperasi secara umum dalam tekstual
sertifikat surat utang koperasi tidak ada bedanya antara Surat Utang Koperasi
bentuk jumbo maupun yang retail yang konvensional (koperasi simpan
pinjam) dengan yang syariah (KJKS KJKS BMT / koperasi syariah) yang
menjadi pembeda adalah hanya terdapat pada kopnya, bisa terlihat nama
penerbit surat utang koperasi tersebut, apakah koperasi simpan pinjam
konvensional ataukah KJKS KJKS BMT .

Pada kop surat akan menunjukkan lembaga penerbit surat utang
koperasi disertai dengan nomor terbitan surat utang koperasi, jenis surat utang
koperasi, nama penerbit surat utang koperasi serta bulan dan tahun
penerbitan. pencantuman nama juga ditulis jelas lengkap dengan nomor badan
hukumnya serta alamat lengkapnya.

Sebagai pembeda dalam surat utang koperasi bentuk jumbo maupun
retail yang Surat Utang Koperasi yang konvensional dengan surat utang

koperasi yang syariah adalah pergantian penggunan istilah bunga diganti
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Namun dalam pelaksanannya akan menjadi batal karena memang
tujuan dari penerbitan Surat Utang Koperasi dari Kementrian Koperasi adalah
untuk wahana investasi dalam bentuk pasar vang dalam koperasi dan menjadi
instrumen obligasi outstanding di pasar modal Indonesia, dan pasar uang yang
diberlakukan oleh koperasi adalah aktiva dan pasiva berbasis bunga.
Selanjutnya dalam transaksi penerbitan Surat Utang Koperasi terdapat unsur
spekulatif yang bertentangan dengan hukum Islam karena akad al gardh tidak

menghendaki adanya spekulasi dalam bertransaksi.

Dalam Surat utang Koperasi yang di terbitkan KJKS BMT Berkah
Madani Cimanggis Depok ini mempersilahkan kepemilikan surat utang
koperasi dapat berpindah-pindah tangan padahal dalam Fatwa Dewan Syariah

Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tidak diperbolehkan kepemilikan surat
utang berpindah-pindah tangan, fatwa ini hanya menghendaki hanya satu kali

berpindah tangan.

Dalam surat utang koperasi KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis
Depok dicantumkan penentuan tanggal pengembalian angsuran pokok dan
mergin keuntungan dituliskan harus sesvai dengan tanggal yang diperjanjikan,
padahal secara konsep gardh jika terdapat kesulitan pembayaran maka harus
diberi ketangguhan hal ini yang tercantum dalam al-Qur’an (QS. al-Baqarah

[2]: 280)
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e Bt ‘j‘l g;la..;}_}f..f:;;:_)lfuj_‘,
“Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh
sampai ia berkelapangan ... ” (QS. al-Baqarah [2]: 280)

Secara manfaat pertama transaksi ini dengan akad qardh sudah
sangant jauh dari harapan dimana manfaat gardh yang semestinya
memungkinkan nasabah yang sedang mengalami kesulitan mendesak untuk
talangan jangka pendek, justru dengan transaksi Surat Utang Koperasi ini
yang perjanjian selama pembayarannya 3 (tiga ) tahun. Maka jelas dengan
akad gardh tidak bisa digunakan dalam transaksi penerbitan sertifikat surat
utang koperasi pada KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok.

Secara manfaat kedua Al-qardh merupakan pembeda antara yang
syariah dan juga yang konvensional yang didalamnya terdapat misi sosial,
namun jelas dijelaskan dalam aturan bahwa Surat Utang Koperasi (SUK)
merupakan cara kapitalisasi dalam tubuh koperasi, karena KJKS BMT Berkah
Madani Cimanggis Depok berbadan hukum koperasi maka kapitalisasi terjadi
di KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok, hal tersebut menjauhkan

KJKS BMT Berkah Madani Cimanggis Depok dari nilai-nilai prinsip syariah.



